BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 49 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
- KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN UNTUK BIAYA
- OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tahapan dalam
mekanisme pemberian bantuan hibah kepada kelompok masyarakat
berupa bantuan untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu
(POSYANDU) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati
Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
‘Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

- Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, sehingga perlu:
meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 Tahun
2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada
Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan untuk Biaya Operasional
Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2011;

b. ~ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 fentqng B¢mbéntq,kqp
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan  Propinsi Jawa
Tengah; i S
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Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat
IT Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor-58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

N A T R L R TV ST IO~ -y S . S LS~ RO e DS v A PRy T



13,
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik ‘Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2010 Nomor 12);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun ‘Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2010 Nomor 110);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 111
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 23);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT
BERUPA BANTUAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 13 -
Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah
Kepada Kelompok Masyarakat berupa bantuan untuk Biaya
Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) di Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

(H 1. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi V MEKANISME
PEMBERIAN BANTUAN huruf A. Tata Cara Pengajuan
Bantuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kepala Desa/Lurah mengusulkan Pos Pelayanan Terpadu
(POSYANDU) penerima bantuan lewat Camat dan ditujukan
kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan dilampiri
data Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).

2. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi V MEKANISME
PEMBERIAN BANTUAN huruf C. Tata Cara Penetapan.
Penerima Bantuan Angka 1. diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

% 1. Berdasarkan usulan dari Kepala Desa / Lurah, Kepala
g Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada ~
Bupati Semarang;

2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima
bantuan dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati
Semarang.

3. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi V MEKANISME
PEMBERIAN BANTUAN huruf D. Tata Cara Penyaluran
Bantuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diberikan melalui Desa / Kelurahan yang
bersangkutan dengan dilampiri : .

a. Surat kuasa dari Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
selaku penerima bantuan;

b. Surat perjanjian penerima bantuan;



2. Selanjutnya Desa/Kelurahan membuat tanda terima
(kwitansi) penyerahan bantuan kepada Pos Pelayanan
Terpadu (POSYANDU) yang ditanda tangani oleh Ketua
Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU).

4. Ketentuan Lampiran I Angka Romawi V MEKANISME
PEMBERIAN BANTUAN  huruf E. Mekanisme
Pertanggungjawaban Angka 2. diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 meliputi :

a. Bukti tanda terima;
b. Naskah perjanjian hibah;

c. Surat kuasa penerima bantuan.

Pasal IT
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal J§ - 06 - 2011

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28 — 06 -2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
' HP‘ ‘TEN SEMARANG
1-Dihas Pendapatan dan

gelolaan Keuangan Daerah
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